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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Riau dalam melakukan upaya pencegahan maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
di Kota Pekanbaru. Indikator penilaian meliputi koordinasi, sosialisasi, serta evaluasi. Tipe dari penelitian
ini menggunakan kualitatif yaitu suatu penelitian yang diambil dari fenomena tentang apa yang dialami.
Teknik pengumpulan data yang digunakan ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan dengan
menggunakan hasil wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan Teknik observasi.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti menilai dan menyimpulkan upaya pencegahan
maladministrasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Ombudsman Rl Perwakilan Provinsi Riau dapat
dikatakan belum berjalan dengan efektif. Proses upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik
tidak berjalan dengan optimal karena kurangnya sumberdaya manusia yang ada pada Ombudsman Riau.
Ombudsman Rl Perwakilan Provinsi Riau hanya memiliki 14 orang asisten yang menangani penyelesaian
laporan dan upaya pencegahan, sedangkan wilayahnya 12 Kabupaten dan Kota di provinsi Riau.

Kata kunci: Peranan Ombudsman Riau, Pencegahan Maladministrasi

Abstract

This research aims to determine the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Riau
Province in making efforts to prevent maladministration in the implementation of public services in Pekanbaru
City. Assessment indicators include coordination, socialization and evaluation. This type of research uses
qualitative, namely research that is taken from phenomena about what is experienced. The data collection
technique used consists of primary data collected using interviews and secondary data collected using observation
techniques. Based on the results of data analysis carried out by researchers, it can be said that the efforts to
prevent maladministration of public services carried out by the Indonesian Ombudsman Representative of Riau
Province have not been effective. The process of preventing maladministration of public services is not running
optimally due to the lack of human resources at the Riau Ombudsman. The Indonesian Ombudsman
Representative of Riau Province only has 14 assistants who handle report completion and prevention efforts,
while his territory is 12 districts and cities in Riau province.
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau birokrat sebagai
pemegang kekuasaan sangat penting bagi peran serta setiap warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga
negara dan pemerintahan serta penerapan asas-asas umum pemerintahan merupakan
satu-satunya cara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
baik. Namun, masih banyak pertanyaan dan fakta yang belum terjawab seputar
penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, yang berkaitan dengan tuntutan dan
perubahan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berwenang
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik  yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang
diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan
hukum milik negara.

Ombudsman Republik Indonesia juga dapat melakukan pengawasan terhadap
kinerja badan usaha milik swasta atau perseorangan yang menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik
Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara
dan pemerintahan, baik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, maupun badan hukum milik negara. Ombudsman Republik Indonesia
adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik  yang
diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun
badan usaha milik daerah, baik yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara maupun yang berasal dari dana yang dialokasikan untuk daerah.

Pada tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 membentuk Komisi
Ombudsman Nasional. Pada bulan Oktober 2012, Republik Indonesia mengangkat
seorang wakil dari Provinsi Riau untuk bertugas sebagai ombudsman. Karena peran serta
masyarakat sangat penting bagi kemajuan demokratisasi, maka kehadiran Ombudsman
yang mewakili Provinsi Riau Republik Indonesia diharapkan dapat berfungsi sebagai
badan pengawas dalam memantau pelaksanaan pelayanan publik, khususnya di wilayah
Riau, di dunia. Ruang bagi partisipasi masyarakat sangat luas dan Ombudsman berperan
sebagai pengawas eksternal. Berdasarkan laporan Pencegahan Salah Kelola Pelayanan
Publik, pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Ombudsman Perwakilan
Provinsi Riau selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Ombudsman tidak dapat
menyelesaikan sejumlah laporan setiap tahunnya. Seperti yang sudah diduga,
Ombudsman RI hingga kini masih belum menyelesaikan sejumlah pengaduan dari tahun
2021 hingga 2023. Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan salah
urus pelayanan publik menjadi tolok ukur sejauh mana Ombudsman RI di Riau, Indonesia,
tanggap dalam menanggapi pengaduan atau pengaduan masyarakat terkait
penyelenggaraan pelayanan publik.

Setiap orang dalam masyarakat, sebagai komponen penting, berhak untuk merasa aman
dan terlindungi, bebas dari eksploitasi atau penyalahgunaan. Forum masyarakat dan
sikap untuk memperbaiki pelaksanaan maladministrasi juga harus menjadi bagian dari
peran masyarakat. Hak untuk mengajukan pengaduan kepada Ombudsman dijamin bagi
semua wargad negadra Indonesia dan penduduk tetap tanpa biaya apa pun. Kriteria
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tertentu harus dipenuhi agar laporan dianggap lengkap; termasuk informasi pribadi
pelapor, laporan yang akurat tentang insiden dan tindakan mereka selanjutnya, dan
fakta bahwa laporan tersebut dikirim langsung kepada pelapor tetapi tidak lengkap.
Ketika Ombudsman menerima laporan, mereka memverifikasi kelengkapannya. Jika
belum lengkap, Ombudsman akan mengembalikannya dan memberi pelapor lebih
banyak waktu untuk menyelesaikannya. Pelapor dianggap telah mencabut laporan jika
melampavui batas waktu yang ditentukan. Ombudsman akan memutuskan apakah ia
memiliki kewenangan untuk menyelidiki penyelewengan administrasi setelah laporan
selesai. Jika sudah lengkap, pengujian akan dilanjutkan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan teknik deskriptif dalam penelitian kualitatif ini, dengan
mengacu pada pengamatan lapangan dan data yang ada mengenai kesulitan yang
dihadapi oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam
melakukan upaya pencegahan maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik di Kota Pekanbaru.

Menurut (Moleong, 2017, him. 54) menyatakan bahwa penelition kualitatif
berupaya memahami fenomena melalui kata-kata dan bahasa subjek penelitian dalam
lingkungan alami yang unik, dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Informan adalah individu yang membocorkan pengetahuan. Anggota populasi yang
diteliti yang telah lama berkecimpung dalam budaya tersebut dan fasih berbicara
dianggap sebagai informan kunci. Seorang informan yang berpengetahuan luas dan
relevan dengan penelitian penulis berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini.
Peneliti di lapangan sering kali menghubungi penduduk setempat untuk mendapatkan
wawasan dan pengetahuan mereka sebagai informan. Setiap orang berpotensi menjadi
informan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar unggul dalam pekerjaan tersebut
(Spradley et al., 2017 hal. 184).

Secara bersamaan, hal ini terutama memperjelas data penting apa yang ada
atau siapa saja individu yang penting. Perwakilan kepala ombudsman di provinsi Riau
merupakan sumber informasi utama untuk penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh fakta
bahwa individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut memiliki
pemahaman yang mendalam tentang pertanyaan penelitian.

Informan adalah orang yang diyakini mempunyai pengetahuan dan pemahaman
terhadap data, informasi, atau fakta tentang subjek penelitian. Beberapa informan yang
hadir dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Informan Penelitian

No Jabatan Keterangan Jumlah
1 Asisten Pratama Pencegahan Kely Informan 1
Maladministrasi
2  Anggota Unit Bagian Penerima Informan 1
dan verifikasi Pelaporan
3  Masyarakat Informan 3
Jumlah 5

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yang bertujuan untuk memilih
sebagian responden dan informan kunci untuk penelitian ini. Teknik ini memperhitungkan
faktor-faktor seperti ukuran sampel dan fakta bahwa responden yang ditunjuk memahami
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pertanyaan dan tujuan penelitian. Sampel yang memiliki peluang bagus untuk menjawab
pertanyaan penelitian dan menjawab kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu dari
semula bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat divkur dan dihitung secara
sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal. Dengan teknik ini, peneliti hanya
mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta, dan keterangan yang bersifat
kalimat dan data dari permasalahan yang peneliti anggap penting serta mendukung
data dari pihak pengelola dan masyarakat setempat yang ikut serta dalam partisipasi
masyarakat di Kabupaten Kampar yang sudah dipersiapkan oleh peneliti. Setelah seluruh
data terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan macam data serta
ditambahkan dengan keterangan-keterangan secara kualitatif yang sifatnya mendukung
dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dilakukan analisis dengan metode
kualitatif secara deskriptif.

Dalam proses analisis ini model yang digunakan yaitu interaktif. Inti yang dapat diambil
dari analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (2002: 28) yaitu: reduksi data (data
reduction), Penyajian data (data display) dan membuat kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut S.F. Marbun, pengawasan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain
segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum. Dari segi manajemen, pengawasan
diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan
rencana (planning) sehingga tujuan organisasi tercapai. Di samping itu, pengawasan juga
untuk menjaga agar fungsi pemerintahan berjalan dengan baik dan terjamin penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian pengawasan
dapat memperkecil hambatan yang terjadi dan segera melakukan perbaikan.
Menurut (Manullang, 2015: 42) proses dari pengawasan atau pun indikator dari
pengawasan untuk menjawab rumusan masalah dan mendapatkan hasil dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi

Bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan
terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau
bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai
suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi
kesimpangsiuran, tumpang tindih.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber didapatkan hasil, laporan atau
masalah yang masuk dalam wewenang Ombudsman diperlukan koordinasi dari
Ombudsman Provinsi Riau terhadap instansi lain atau terkait.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis melihat bahwa Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Riau dalam melaksanakan fungsinya sebagai badan pengawas
pelayanan publik tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat Kota
Pekanbaru. Maka dari itu, dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dan Ombudsman
RI Provinsi Riau. Dalam melakukan kerja sama, dibutuhkan partisipasi yang tinggi dari
masyarakat Kota Pekanbaru. Bagaimana tidak, jika tingkat partisipasi masyarakat Kota
Pekanbaru rendah dalam pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan
publik, tentunya akan banyak kasus maladministrasi yang tidak terlaporkan ke
Ombudsman Rl Provinsi Riau sebagai badan pengawas eksternal pelayanan publik.

Koordinasi dengan seluruh stakeholder sangat diperlukan. Kesadaran perlunya
menyuarakan praktik-praktik penyimpangan dan keberanian masyarakat melaporkan
penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang memberikan
pelayanan publik. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman
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pada dasarnya berbasis pada pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, apabila
definisi transparansi publik adalah keterbukaan yang mensyaratkan partisipasi publik,
sejak awal pembentukannya Ombudsman menempatkan partisipasi sebagai satu hal
yang sangat penting dan menjadi kunci dalam kerja-kerja pengawasannya.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penyampaian ide yang membantu masyarakat
untuk belajar dan menyesuaikan diri terkait bagaimana beradaptasi dan berpikir, agar
dapat berperan aktif dalam lingkup masyarakat. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk
membangun motivasi dan kesadaran masyarakat. Proses sosialisasi dapat diartikan
sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal, menghayati
norma-norma serta nilai-nilai masyarakat sehingga terjadi pembentukan sikap.

Berdasarkan uraian di atas, di era teknologi yang sudah semakin berkembang
pesat, Ombudsman bisa melakukan sosialisasi menggunakan sosial media agar dapat
menjangkavu seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa Ombudsman
Provinsi Riau telah melakukan pencegahan upaya maladministrasi dengan
memberdayakan masyarakat yang bertujuan untuk  meningkatkan kesadaran
masyarakat, melakukan pencegahan terhadap maladministrasi serta meningkatkan
kerjasama yang baik dengan stakeholders pelayanan publik. Peran Ombudsman dalam
mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui upaya
preventif dan represif.

Upaya preventif di sini adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan

pendidikan kepada masyarakat khususnya memberikan pemahaman dan kesadaran
masyarakat atas hak pelayanan publik dalam pelayanan dasar yang paling penting,
yaitu di dalam bidang pendidikan, dan juga melakukan kegiatan diskusi/dialog interaktif
sebagai bentuk koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain, misalnya bekerjasama
dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dsb untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
Sedangkan dalam upaya represif, upaya Ombudsman Rl Perwakilan Provinsi Riau adalah
melakukan pencegahan dengan menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait
keluhan yang diduga terdapat maladministrasi. Dengan demikian, kerjasama yang
dibangun dengan stakeholders akan memudahkan koordinasi  terkait
penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat.

3. Evaluasi
Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek
dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, dan manfaat
objek evaluasi atau bahkan mengkomunikasikan informasi mengenai objek evaluasi
dengan pemangku kepentingan.
a. Evaluasi secara Internal

1) Tujuan. Dalam rangka pencapaian tujuan pendirian Ombudsman terdapat 5
(lima) kemudahan bagi pelapor yaitu: Mudah, Pasti, Identitas, Terbuka,
Harapan.

2) Akuntabilitas. Akuntabilitas yang diberikan adalah melalui laporan berkala
dan laporan tahunan. Disamping itu, untuk kasus-kasus tertentu juga laporan
diteruskan ke lembaga-lembaga yang bersangkutan.

3) Masukan. Masukan yang diberikan adalah agar tidak semua permasalahan
diselesaikan secara hukum tapi terlebih dahulu melalui Mediasi atau
pendekatan Politik.

b. Evaluasi secara Eksternal adalah:
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1) Klarifikasi. Semua laporan pengaduan terlebih dahulu melalui Klarifikasi. Jika
pengaduan memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dan jika tidak akan
dikembalikan.

2) Investigasi. Kasus baik hasil prakarsa Ombudsman maupun pengaduan
masyarakat yang telah diklarifikasi dilanjutkan dengan Investigasi baik
pelapor maupun terlapor serta pihak lain.

3) Rekomendasi. Tidak semua pengaduan direkomendasikan penyelesaian
apabila sebelum tahap investigasi sudah ada mediasi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa laporan pejabat sumber daya manusia kepada
Ombudsman Provinsi Riau tentang Badan Pertanahan Kota Pekanbaru mengalami
keterlambatan yang cukup lama.

Setelah melaluvi beberapa tahapan proses yang diawali dengan pengamatan
lapangan penulis, dilanjutkan dengan Seksi Penerimaan Verifikasi Laporan (SVL) dan
dilanjutkan dengan Unit Seksi Pemeriksaan Laporan (PL), Ombudsman Riau RI membahas
masalah tersebut, dan akhirnya lembaga pelapor akan ditindaklanjuti di seluruh Indonesia
oleh Ombudsman Provinsi Riau. Selanjutnya, pengambil keputusan akan dipanggil ke
pimpinan lembaga terlapor. Keterlambatan yang berkepanjangan merupakan salah satu
bentuk salah urus yang paling sering terjadi, seperti yang terlihat pada situasi di mana
waktu yang dibutuhkan untuk memproses sertifikat tanah lebih lama dari yang
dipersyaratkan oleh prosedur operasi standar pemerintah daerah saat ini.

SIMPULAN

Hasil penelition dan pembahasan peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa
Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya untuk
mencegah terjadinya salah urus pelayanan publik. Salah urus pelayanan publik di Provinsi
Riau telah menjadi sasaran berbagai kampanye. Jika dikatakan bahwa Kantor
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia telah efektif mencegah terjadinya salah urus
pelayanan publik, itu adalah pernyataan yang meremehkan. Ternyata, masih banyak
masyarakat yang memanfaatkan atau memberikan pelayanan publik, belum memahami
peran Ombudsman sebagai pengawas pelayanan tersebut. Dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, masih banyak organisasi yang tidak mengikuti Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ombudsman Riau kekurangan
staf sehingga proses pencegahan terjadinya salah urus pelayanan publik menjadi
terkendala. Di Indonesia, Kantor Perwakilan Ombudsman Riau membawahi 12
kabupaten /kota di Provinsi Riau dengan jumlah staf hanya 14 orang, yang semuanya
bertugas untuk menyelesaikan pelaporan dan pencegahan.
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